
 

 
 

 
 

 

      GUBERNUR JAMBIAMBI 
 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
 

NOMOR   16  TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 

2006 TENTANG PENGALIHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  

MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

 

GUBERNUR JAMBI, 
 

Menimbang : a. bahwa perubahan status bentuk badan hukum Bank 
Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT. Bank Jambi 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum 
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi 
Menjadi Perseroan Terbatas, perlu dilakukan 

peningkatan permodalan agar terwujudnya visi bank 
sebagai bank terkemuka (regional champion) di daerah; 

 
b. bahwa dalam rangka peningkatan permodalan agar 

terwujudnya visi bank sebagaimana dimaksud pada huruf a 
di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan 
Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi 

Perseroan Terbatas (PT); 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1646); 
 

3. Undang.... 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007  

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Perseroan 
Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 
Nomor 2); 

 
Dengan... 
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